
      
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
WALI KOTA PAREPARE 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
  

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE 

NOMOR  24  TAHUN  2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR  50 TAHUN 
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA  PAREPARE, 

Menimbang   :    a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian target dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan dalam rangka 
mendukung program Strategis nasional yaitu Pembangunan 

Jembatan Kembar serta Program Pencegahan Stunting dan 
Gizi Buruk, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan 

sebagai dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah; 
 

  b.  bahwa Peraturan Walikota Parepare Nomor 51 Tahun 2021 
belum sesuai dengan perkembangan penganggaran sehingga 

perlu dilakukan perubahan; 
 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam  huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare 

Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959  tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan dan Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka 
menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan dan Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 6516; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 260); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77); 

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban 

Bantuan Keuangan Khusus yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 2); 

16. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 670/III/Tahun 

2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada 

Pemerintah kota Parepare Tahun Anggaran 2022; 

17. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor 

HK.02.02/I/3915/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran 

Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk Pembelian 

Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19); 

18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13); 

19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 9); 

20. Peraturan Walikota Parepare Nomor 50 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Parepare Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Parepare 

Tahun 2021 Nomor 50); 

21. Peraturan Walikota Parepare Nomor 64 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare 

Tahun 2021 Nomor 64); 
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MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 50 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 

2022. 
 
 

Pasal  
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
(Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 50) diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai  berikut : 
 

Pasal 5 
 

 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022  direncanakan sebesar  

Rp953.238.509.528,00 yang terdiri atas: 

a. belanja operasi; 
 

b. belanja modal; 
 

c. belanja tidak terduga; dan  

d. belanja transfer. 
 

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 
 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

a direncanakan sebesar Rp739.058.770.997,00 yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 
 

b. belanja barang dan jasa; 
 

c. belanja bunga; 
 

d. belanja subsidi; 
 

e. belanja hibah; dan 
 

f.  belanja bantuan sosial. 
 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp359.496.454.966,00 

(3)  Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp365.231.837.753,00 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 

(5)  Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp10.525.436.278,00 

(6)  Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp1.805.042.000,00 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

3. ketentuan .................. 



-5- 
 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 7 
 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

b direncanakan sebesar Rp186.179.738.531,00 yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 
 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 
 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 
 

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;dan 
 

e. belanja modal aset tetap lainnya; 

 

(2)  Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp4.510.375.000,00 

(3)  Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.055.004.333,00 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.697.720.198,00 

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp103.836.639.000,00 

(6)  Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 
 

4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

 
 

  Pasal II 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  Kota Parepare. 

 

                                                    Ditetapkan di Parepare                        

                                                pada tanggal  19 Mei 2022 

  WALI KOTA PAREPARE, 
     

    ttd   
 

    TAUFAN PAWE 
 

Diundangkan di Parepare 

pada tanggal  19 Mei 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 
 
         ttd 
 
 

 

 

IWAN ASAAD 
 

 
 
 

BERITA DAERAH  KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR  24 
 

 


